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<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini membahas mengenal pelaku usaha fintech yang menawarkan pinjaman dana berbasis
teknologi informasi kepada masyarakat. Belum adanya peraturan yang secara rinci mengatur mengenai
fintech mengakibatkan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan potensi masalah ke depannya.
Permasal ahan tersebut berkaitan dengan kewagjiban dan tanggung jawab hukum pelaku usaha fintech
bersangkutan serta kedudukannya ditinjau dari perspektif hukum pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini
ialah untuk menemukan pengaturan yang ideal bagi pelaku usaha fintech yang menawarkan pinjaman dana
berbasis teknologi informasi. Oleh karenanya penelitian ini akan menjawab permasal ahan tersebut dengan
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah
dengan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kegiatan usahanya menawarkan pinjaman
dana kepada masyarakat, pelaku usaha fintech memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan pasal 15 UU
ITE untuk dianggap selalu bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem el ektroniknya presumption of
liability principle . Selanjutnyaditinjau dari perspektif kaidah hukum pembiayaan yang berlaku, pengaturan
kedudukan yang ideal bagi pelaku usaha fintech tersebut adalah Perusahaan Pembiayaan. Penelitian ini
menyarankan perbaikan atas aspek-aspek yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa K euangan Nomor
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi POJK No.
77/POJK.01/2016 yakni: i perumusan definisi dan ruang lingkup fintech, ii kedudukan para pihak dalam
POJK No. 77/POJK.01/2016 dimana menurut penulis, posis pelaku usaha fintech harus dipertegas dalam
kedudukannya selaku penyelenggara sistem elektronik yang menawarkan pinjaman dana kepada
masyarakat, iii bentuk tanggung jawab hukum yang harus diemban, dan iv kepemilikan asing pada industri
fintech dihapuskan karena dikhawatirkan akan bersaing dengan Bank Perkreditan Rakyat.
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<b>ABSTRACT</b><br>

This research discusses the fintech businesses that offer technology based |oan to society. The absence of
detailed regulations concerning fintech result in alegal vacuum that could lead to potential problemsin the
future. The problems related to the obligation and legal responsibility of fintech entrepreneurs concerned
and their status to be reviewed from perspective of financing law. The purpose of this research was to find
theideal setting rule for Fintech Financial Technology Business Offering Technology Based Loan To
Society. Therefore, this study will answer these problems by using normative juridical research method in
which the overall data obtained are then processed with qualitative methods. This research found that in the
normal course of business to offer loans to society, fintech businesses have alegal responsibility under
Article 15 of ITE Law to be considered always responsible for the implementation of the electronic systems
presumption of liability principle . Furthermore, from the perspective of applicable financing law principles
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point of view, the proper position for fintech businesses are finance companies. This research suggests
improvements on the aspects set out in the Regulation of Financial Services Authority No. 77 POJK.01 2016
on Information Technology Based L oan Services POJK No. 77 POJK.01 2016 , namely i formulation of
definitions and fintech scope, ii the position of the partiesin POJK No. 77 POJK.01 2016 which according
to the author, position of fintech entrepreneurs should be emphasized, in his capacity as the operator of
electronic systems that offer technology based loans to society, iii forms of liability that must be carried, and
iv foreign ownership on fintech industry to be eliminated fearing they would compete with BPR.



